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KATA PENG ANTAR

Om Swastiastu
Assabmu @aikum Wardmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yangha Kuasa karena
dengan rahmalllya, Rencana Strategis (Renstra) BP#&wakilan Provinsi
Bali Tahun 2016i 2020 dapat disusun dan diselesaikBRenstraBPK
Perwakilan ProvinsBali Tahun2016 i 2020 merupakarkelanjutan dari
Renstra BPK Perwakilan Provin8ali Tahun 20117 2015, sebagai
pedomarjangka lima tahurbagi Pelaksana BPK Perwakilan Proviri3ali
dalam melaksanakan tugas

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali ini berpedoman pada
Rencana Strategis BPK 201&020agar arah kefakan peencanaan dan
pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah
kebijakan BPK dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi BalRenstra ini memuatisi, misi, nilai dasartujuan $rategis,sasararstrategis,

indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja teSesuasi

amanat UUD 1945 pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
diadakansatu BPK yang bebas dan mandBtbagaisalah satu satuan kerja BPK, keberadaan BPK
Perwakilan ProvinsiBali diharapkan dapat menjadi pendorong pengeloka&umangan daerali
ProvinsiBali untuk mencapai tujuamegara, salah satunya adalah negaljterakan rakyat

Perkembangan lingkungatan kelntuhanpara pemangku kepentingarengharuskan BPKermasuk

BPK Perwakilan ProvinsiBali, mampu memsisikan diri untuk dapameningkatkankualitas
organisasi, sumber daya, dan pengelolaan pemerikyaag pada akhiya meningkatkanmutu
pemeriksaardan penanfaaan hasil pemeriksaamleh para pemangku kepentingan. Hal ini akan
menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan pasgoigmerilsaan dari hanya sekedar
suakahdrusano menjadi suatu Akebutuhano unt U
sejahtera. Sehubungan dengan hal diatas, maka kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi B
harus terus ditingkatkamilai i nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme
harus terus ditegakn dan diperkuat.

Renstraini diharapka dapat menjadpedomandan arah yanderukur serta motivasi peningkatan
kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali sehingga hasil kegiatan dapat demguna
seluruh pemangku kepentingaldeberhasilan pelaksanadRenstra initentu sajamembutuhkn
komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unsur pimpipataksana dan para pemangku
kepentingan BPK, khususnya BPK PerwakilanProvinsiBali, sehingga visi dan miPK dapat
tercapai.

WassalaméalaikumWarahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shantifanti Om

Kepalagerwakilan

ori Santdsa
NIP.196305201991032001
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PENDAHULUAN 1

Kondisi Umum

BPK merupakan salah satu lembagegara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggurgwab keuangan negara secara bebas dan maRdirieriksaan dan
kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya,
UndangUndangNomor 15 Tahun @04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara sertdndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentangadan Pemeriksa
Keuangammengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Sebagai wujud pengembangan BPK RI telah menetapkan Bdmwakilan 111 BPK di Yogyakarta
yang memiliki Ingkup pemeriksaan wilayaRrovinsi Jawa Tengah, @&rahlstimewaY ogyakarta
Jawa Timur, Bali, NsaTenggaraBarat (NTB)dan NusaTenggaralimur (NTT) dirasakan terlalu
luas. Sehingga perlu dilakukan penyaisrpenyesuaian, antara lain dengan ditetapkannya Surat
Keputusan BPK Nono 18/SK/FVIII.3/6/2002 tentang pembentukaPerwakilan IV BPK di
Denpasar. Wilayah pemeriksaan PerwakilanrBRK di Denpasar mencakup Phasi Bali, NTT,
NTB, Malukuy dan Papua.

Sesuai dengan uBat Keputusan BPKNomor 12/SK/VIIIL.3/7/2004 tentangOrganisasi damata
Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang antara lain menyebutkan bahwa Perwakilan IV
BPK di Denpasar berubah menjadi Perwakilan V BPK di Denpasarngntakup wilagh
pemeriksaan Prawsi Bali, Pravinsi NTT, dan Proinsi NTB. Kemudian, BPK menerbitkaru&t
KeputusanBPK Nomor 06/SKAVIIIL.3/5/2005 tentang perubahan at&irat KeputusanBPK
Nomor 12/SK/AVIINL.3/7/2004 yang antara lain menambah Perwakilan menjadi érvakilan,

namun demikian Perwakilan V BPK Denpasar masih tetap memiliki wilayah dan nama yang samg

BROMENGR020

Padatahun 2007, Perwakilan BPK di Denpasar secara resmi berada di bawah kewenang

AN

Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI, tepatnya setelah dikeluarkaKeypatusan Ketua Badan
Pemeriksa Keuayan Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeksa Keuangan. Dalam keputusanviiiayah pemeriksaan &tor Perwakilan BPK di
Denpasar masih melingkupi tiga provinsi, yaitu Provai, NTB, dan NTT.

Masih pada tahun yang sama, BPK kembali mengelualegutusan Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor39/K/I-VII1.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa KeuangarBerdasarkan Keputusan iningkup pemeriksaa Perwakilan BPK di
Denpasakembalimengalami perubahahingkup pemeriksaafPerwakilan BPK di Denpasgang
tadinya mencakupProvinsi Bali, NTB, dan NTT, berdasarkan keputusan ini lingkup

pemeriksaannya menjaBemerintah Provinsi Bali, Kota/KabupatenRitbvinsi Bali, serta BUMD
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dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan

yang dilimpahkan oleh AKN

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan NomoOIL//1/2009 tentang
Nama Perwakilan &lan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan V BPK Denpasar mengalami

perubahan nama menjadi BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar.

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Bali

Gambar 1Kantor BPK Perwakilan ProvinBali

BPK Perwakilan Provinsi Bali
adalah salah satu undeglaksana
BPK yangberada dbawahAKN

VI dan bertanggung jawab
kepada Anggota VI BPK melalui
Auditor Utama Keuangan Negara
VI. Organisasi BPK Perwakilan
Provinsi Bali dipimpin oleh

seorang Kepala Perwakilan yang
membawahi Sekretariat Perwakilan, SubauditoratiBdén Subauditorat Biall .
SekretariatPerwakilandipimpin oleh Kepala Sekretariat dan membawahi Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagi
Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Inforpaesi Subbagian Hukum. Sainditorat Balil
dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat yang bertangguvap untuk wilayah pemeriksaan
Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badnnglabupaten
Buleleng. Subauditorat Bdli dipimpin oleh seorang Kepala [Sauditorat yang bertanggung jawab
untuk wilayah pemeriksaan Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupate

Karangasendan Kabupaten Klungkung.

TugasPokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali

BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugaemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta BUMD dg
lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan ya

ditugaskan oleh KN.

Sesua dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3(Kl2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diu

dengan Keputusan BPK Nomor 1/4lIl.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK

l

Q
>
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Nomor 3/K/I-XIIl.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa

Keuangandalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan
mengidetifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana aksi serta
tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;

perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daenh yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;

penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang
meliputi pemeriksaan keuanggpemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bali;

pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK PenkRa&ilarsi

Bali;

pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Bali;

penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan ProviBsili;

pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas hama BPK, dan
akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perungtetangan;

pengompliasiandan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyuSumarangan
IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yaegneriksaannya
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksabgkegja untuk dan atas nama
BPK;

pembalasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK PerwBkilgimsi Bali
dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

pemantauarpelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilar

Provinsi Bali;

BPK PERWAKILAN BROMINGP020

penyiap&a bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bal

yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sif

G1S

pekerjaannya;

penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/a
kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan keptmuotesi
PenegalHukum(IPH);

RENCANA S'Iq?ATE
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16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana
dansarana, serta administrasi umum;

17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Bali;

18. penyusunathLaporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan

19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK

Pemangku Kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Bali

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan berbagai pemangku kepentingtakeholderbaik internal maupun eksternal.

Pihak internal terdiri dari:

Anggaa VI,

Sekretaris Jenderal,

Inspektorat Utama,;

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Bangembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan H&ameriksaan Keuangan Negatan
AKN | s.d VII.

o gk~ w NP

Pihak Eksternal terdidari:

1. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 10 entitas dengan 1 Pemerintah P®vinsi,
Kabupaten dan 1 Kota, meliputi:

Provinsi Bali

Kota Denpasar

Kabupaten Badung;

Kabupaten Tabanan;

Kabupaten Bangli;

- 0o o0 T @

Kabupaten Gianyar;

Kabupaten Karangasem;

> @

Kabupden Klungkung;
i. Kabupaten Bulelengjan
j.  Kabupaten Jembrana.
Unsur DPRD terdiri dari 1 DPRD ProvindiDPRD Kotadan 8 DPRD Kabupaten
Unsur penegak hukum yang terdiri dégpolisian,PengadilandanKejaksaan
4. Unsur BUMD terdiri dari 10 Perusahaan DaefahMinum (PDAM), 11 Rumah Sakit Umum
Daerah(RSUD),dan 3 PerusahaaraBrah(Perusda)

5. Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar h&&inPost, Radar Bali, Tribune Bali

(Kompas Groupylan Nusa BaliSedangkan media televisi lokal terdlari TVRI StasiunBali,
Bali TV, danKompas DewatdV.

RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN BROMENGP020



6. Unsur masyarakat darembagaSwadayaMasyaraka{LSM). Terdapat 1.SM yang terdaftar

di Kementerian Dalam Negeri di wilayah ProviBsili.

Isu Strategis

Isw-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPKweddlan Provinsi Bali yang akan digunakan
untuk menentukan Sasaran Strategis meliputhhhberikut:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola Keuangan Negara

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu buktiabkhalitas

pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat

tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya

BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Peningkajkat tindak lanjut atas
rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK leb

dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan tuk
memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas

Keuangan Negara.

ih

PemeriksaaBPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika

BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yatapidgara
pemangku kepentingan dalam melaksanakagas dan fungsinya dalam pelaksanaan

pembangunan nasional.

. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas d&ewenanganBPK.

Selama initerdapatbeberapa harapan masyarakat terhadap BPK tidal dapat dipenuhi
karenabukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebl
Misalnya harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat ogijsr Wanpa
PengecualianfWTP) seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidanagsir Untuk itu,
BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu meningkatkan strategi pemeriksaan pengelolaan daf
pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menyinergikan ketiga jenis pemeriksaan ya

meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemerilsagan tujuan tertentu.

. Kredibilitas organisasiperlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapa
mengganggu independensi BPK dalamalaksanakapemeriksaan serta memastika@gawai

yang berkarakter sesugngan nilanilai dasar BPK.

N TEROMINGR020
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5. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaataieknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK ).

BPK telah berhasil menyusunadmappenyempurnaan pres bisnis BPK pada Renstra 2011

2015. Dar 12 proses bisnis BPKang perlu disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya,

belum seluruhnya berhasil disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Untuk lebih

meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomasi atas proses bisnis BPK

lainnya nerupakan isu strategis yang perlu mendapaflerhatian dalam Renstra 2EA@0.

6. Peningkatankompetensi Simber Daya M anusia (SDM)di BPK.

Pengembangan pengelolaan SDMB@#K dalam periode Renstra 202015 diarahkan pada

manajemen kompetensi, nwemen kierja, manajemen Kkari serta pelatihan dan

pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus

didukung oleh para pegawgang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam
bidangbidang yang diperliudn. Untuk itu pada Renat20162020, fokus pengembangan SDM
akan diarahkan pada pengembangan pusat taletat(poo) di bidang pemeriksaan yang
mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7. Integrasi sistem informasi danupdatedatabase

Sistem informasi berbasis teknologi inforindan databasemerupakan salah satu poin penting
dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK digiahini. Pada
Renstra 2012015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum
terintegrasi dengan baik dalatabag-nya belum diupdatesecara memadalsu strategis ini
merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas da
fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbat#3Bi. Melalui pemanfaatan sistem
informasi dandatabaseyang terintegrasdan lengkap, aktivitaaktivitas tertentu yang bersifat
administrasi dapat dieliminasi d&DM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis

khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8. Pengembanganingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi pa pegawaidan
pengembanganknowledgemanagementsehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi

pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN BROMBNGP020



LANDASAN BERPIKIR 1

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Prd@&atisiTahun20162020 meliputi
Renstra BPKTahun 20162020, manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholdery Standar dan Pedoman Pelaksanaamdriksaan BPK, Standar Pengendalian Mutu
BPK, Program Reformasi Birokradan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi BEéihun

2016

1. RenstraBPK Tahun 20162020

Renstra BPK Tahun 20162020 ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I
XI1.2/12/2016 tentang Rencana Strategi® B Tahun Anggaran 2018020 yang merupakan

Renstra ketiga BPK. Renstra BPK sepuluh tahun sebelumnya menekadikgrepgembangan
kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas
dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel dan transparan. ImplementasiaResistlumnya telah
berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut,
meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra
tersebut, BPK juga telah dapat mendorong pengelolaam@@@nanegara yang akuntabel dan
transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkad@mi WTP atas laporan keuangan pemerintah

dalam kurm waktu sepuluh tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Remstsebelumnya, Renstra BPKhun20162020 menekankan manfaat

~
P020

dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntablllt

pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Rens

MG

tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangardalegara

rangka pencapaian tujuan negara.

ISLAN BRO

Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong pengelolaan keuan

o2

negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya merup

PERWA
>

landasan pemikira dalam penyusunan Renstia@hun 2016 -2020. Selain itu, pemahaman

terhadap pemangku kepentingan BPK, sistem pengendalian mutu, reformasi birokrasi, mod
kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional nilai dan manfaat lemb

pemeriksa juga merupakan landasan pemikiemmypsunan Renstra tersebut.

2. Manfaat bagi pemangku kepentingan

Manfaat hasil pemeriksaarBPK bagi para pemangku kepentingama merupakan landasan

berpikir penyusunan Renstra BPRerwakilan ProvinsiBali Tahun 20162020. Hasil
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pemeriksaan BPK tersebut dimafaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil

keputusan khususnya dalam pengelolaan keuamegara untuk mencapai tujuaegara.

Pemangku kepentingan BPRerwakilan ProvinsiBali antara lain DPRD, pemerintah,
entitasAuditee yang diperiksa, instansi gg berwenang, lembaga lain yang dibentuk
berdasarkan undanmdang, organisasi kemasyarakatan dan profé#ill, dan lembaga
lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatan hasil BPK sesuai dengan

tugas dan wewenangnya dalam ketentuan jg@ngundangan.

. Standar dan Pedoman

Standardan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang menjadi landasan
penyusunan Renstra BPRahun 20162020 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN), kode etik, Panduan Manajemen Pemeriksaan (PR#Pduan Manajemen Penunjang
Pemeriksaan (PMPP), pedormaedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM), maka BPK telah menetapkan SPM untuk
memastikanterlaksananya penjaminan mutu pemeriksaanakgan negara/daerah. SPM
merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh kayay@ng memadai bahwa
BPK dan Rlaksana BPK mematuhi ketentuan perundamgangan, standar pemeriksaan, serta
laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditamida@am pelaksanaannya, BPK
telah mengembangkan unawrsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur
pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeritaadrasil kerja BPKSPM

BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan tdtan kelola intern, manajemen
SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK deng

pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegaknbangang saling
berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atasnilididasar BPK, yaitu integritas,
independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan ataswmsur SPM tersebut diharapkan dapat

memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK

Gambar 3. Pilar Sistem
Pengendalian Mutu

VISI & MISI

&Mandat
Kinerja Pemeriksaan

PROFESIONALITAS
INDEPENDENSI

INTEGRITAS

independensi
Kepemimpinan & Tata Kelola
Intemn
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4. Reformasi Birokrasi

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2008025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan
melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukutgberhasilan pembangunan bidang
lainnya. BB bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan
Indonesia. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi
yang komprehensif, yang diatur dalam Peratéaasiden Nomor 81 Tahun 2010 tent&rgnd
DesignRefamasi Birokrasi Tahun 201P025danPeiaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasomor 11 Tahun 2015 tentafRpad MapReformasi Birokrasi
20152019.

5. Perjanjian Kinerja BPK Peawakilan Provinsi Bali Tahun 2016

Dalamrangkamewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan BPK ProBasiiberkomitmen untuk mewujudkan
target kinerja yang dinyatakan dalam Pajign Kinerja Tahun 2016, yaitu:

meningkatnya pmanfaatan Hasil Pemeriksaan

meningkatkarkualitas perencanaapemeriksaan

meningkatkarkualitasHasil Pemeriksaan

meningkatkan kalitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

meningkatkarkualitasorganisa&i dilingkunganBPK Perwakilan ProvinsBali;

-~ 0o o0 T @

meningkatkarkompetensi Pegawai dhgkunganBPK Perwakilan ProvindBali; dan
g. meningkatkarkinerjaanggaran dlingkunganBPK Perwakilan ProvinsBali.

6. Rencana Inisiatif Renstra

Kegiatan proyek yangalingterkait dengan beberapa Satker, dan memengaruhi secara langsun

4
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capaian manfaat yang diukur melalui IKU BRkdes

Gambar 4. Tahapan Penyusunan RIR (Rencana InisiatiRenstra)
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VISI, MISI, NILAI DASAR , TUJUAN STRATEGIS,
DAN SASARAN STRATEGIS

Visi
BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis

serta melaksanakan nildésar BPK sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

AfMenjadi pendorong pengel ol aan keuangan neg
mel al ui pemeri ksaan yang berkualitas

Visi di atas berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam 194R)
pemeriksaan BPK pada periode 202@20 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan
negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung
berhubungan dengan pencapaian tujuan negaranyanjgdi agenda dalam RPJMN 2€A1 9.

Visi BPK Perwakilan ProvindBali mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan
negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi i dasar untuk berperan aktif dalam
mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabeladspatan melalui
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada PemerintahBRligvinsi
Kota/Kabupaten serta BUMD dan lembaga terkait di ProBasi

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasikgaemedan

R~

meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara uf

mencapai tujuan negara.

Misi

>
Q

Berdasarkan Pasal E3 ay at (1) UubD 1945 yang menyat
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan netialakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mndi ri 0, Pasal a7 Tahuma 2003 (tehtang Kiedanddro Negara dan

penjelasanya, dapat dirumuskan Misi BPK, sebagai berikut:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secatzebas dan
mandiri;

2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelo

=]

keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundamgan, efisien, ekonomis, efektif,

dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepd&etaeriksaan BPK
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dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub
dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelaksanaan misi BPKldkukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu

di

isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK

kepala negara dan bangsa Indonesia.

Nilai Dasar

Pencapaian citaita yang tertuang dialam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai
dengan berlandaskan padinnilai dasar sebagai berikut:

1. Integritas
Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyeldif tegas dalam menerapkan
prinsip, nilaj dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap

mental dan penampilan dari gangguan pribadistegn dan/atau organisagang dapat

memengaruhi independensi.

3. Profesionalisme
Kami membangun nilai profesionalisme dengaenerapkan prinsip kehdtatian, ketelitian
dan kecermain, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

Pencapaian VisBPK 20162020 untk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksana
melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangd
negara secara bebas damandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang

berintegritas, independen, dan profesional.
Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetaghkarm ujuan Strategis (TS) yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka medorong pengelolaan

Keuangan Daerah di Provisi Bali untuk mencapai tujuan negara.

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan

Daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan Negara

Dalam memastikan tercapainya visi dan imisiaka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu

meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang befemslisas.
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dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangaregara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan

kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat
memberikan manfaat sebedssarnya bagi pa pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan

keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalamaparatliR 1945.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK teBBBUEerwakilan

Provinsi Bali menetapkanSasaran $rategis (SS)y ai t u Aimeni ngkat nya pen
pemer i Had anioni mendukung | angsung pencapaian S
pemanfaat an h a Dimbhna peacamian &S A a@ersébut berkontribusi terhadap
pencapaian § 1 Eselon | yang secara langsung mendukung pencapaian SSALBRKn i ngkat ny a
pemahaman hasil pemeri ksaan ol @h BP&r &d Meamamgdglad

kualitassst em pengendalian mutuod.

Kedua tujuanstrateds diatas diturunkan menjadtujuh Sasaran $rategis (SS) satuan kerja,

sebagai berikut
1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil PemeriksaarfSS 1)

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan
keputusan sesuai tugas dan wewenangriya.dalam RenstraTahun 2016 i 2020,

Pe20

pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuanga
negara dalam pencapaian tujuan negaRemanfaatan hasil pemeriksaan BPK

menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku keptBngan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD),
pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa tRH, lembaga lain yang dibentuk
berdasarkan undangdang),WNI, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki
tugas yang berbeda dan kepipgan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan

BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yan

%PR PERWAKILAN BROMING

berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dala
pelaksanaan tugas pokok BPK, dang8jnangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan ProviBaii ingin memastikan bahwa para
pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingka

efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangamrseg
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BPK PerwakilarProvinsiBali berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui enam IKU vyaitu:

a. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,

bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaauditee atas rekomendasi BPK melalu
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pasileriksaan BPK;

b. IKU 1.2 Indeks KepuasafAuditeeatas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk mengukur
kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam
pelaksanaan kegiatan periksaan;

c. IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang ddedung Unsur Tindak Pidana kKeH,
bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidania depat
segera ditindaklanjuti;

d. IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kamugegara, bertujuan untuk
mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait

Penghitungan Kerugian Negara

e. IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, bertujuan untuk
mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pghuakepentinga sesuai tugas dan

wewenang BPK; dan

f. IKU 1.6 Jumlah Bahaendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang,
bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK
memberikan pertimbangan dan pendapat ka@amerintah untuk memperbaiki tata kelola

keuangan negara.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan PemeriksaariSS2)

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan g
tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualigmseriksaan melalui
penyelenggaraan perencanaan pemeriksdah.ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya
dapat dipercaya oleh pemangku kepentingaelain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan
dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaangkeuaegara.

Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi sasaran strategis BPK unt
meningkatkan kualitas pemeriksaafal ini meliputi peningkatan kualitas perencanaan
pemeriksaan di tingkat pemeriksaaaudit engagement dan di tingkat kelembaga.
Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat d1

digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasa

pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasatdakelola BPK.

—
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BPK PerwakilarProvinsiBali berperan mendukung pencapaian SS.2 melalui tiga IKU yaitu:

a. IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan,
bertujuan mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkarkoasistensi pelaksanaan
pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam

Rercana Kegiatan Pemeriksaan (RKP);

b. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, bertujuan untuk mendorong
bertambahnyaglaksanaan pemeriksakinerja; dan

c. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, bertujuan untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuruan terhadap ketepatan waktu penyampaian
LHP kepada entitastakeholder.

Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan(SS3)

Percapaian SS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan

tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan
sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada
peningkatan perejolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan.

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas
kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman mdkrnasid
serta melaluibenchmarking peer review dan pertukaran pengalaman dengan lembaga

pemeriksa negara lain.
BPK PerwakilarProvinsiBali berperan mendukung pencapaian®BSi@elalui tiga IKU yaitu:

a. IKU 3.1 PemenuharQuality Control (QC) Pemeriksaan, berwgn untuk mengukur

kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

b. IKU 3.2 PemenuharQuality AssurancgQA) Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur

kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, bertujuan untuk mendorong
satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara(SS4)

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK mpakan salah satu bukti bahwa kualitas
pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkaf

tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasila
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Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan

BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun

pemangku kepentingan lainnya.

BPK PerwakilanProvinsiBali berperan mendukig pencapaian $& melalui tiga IKU yaitu:

a.

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk
mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yakgkdn oleh

pejabat terperiksa;

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemi@onan Penyelesaian Kerugian Negara, bertujuan untuk
mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara/daeratian

IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Negara ke Ditam Revbang, bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan
pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat

waktu.

Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan ProvinsiBali (SS5)

Peningkatan kualitas ganisasi menjadi sasaran strategis BP&rwakilan Provinsi

Bali. Hal ini meliputi peningkatan kualitas organisasi di tingkat pemeriksaamdit(

engagement dan di tingkat kelembagaanPeningkatan kualitas ini penting untuk

memperoleh hasil pemeriksaan ydragk.

BPK PerwakilanProvinsi Bali berperan mendukung pencapaianSs8elalui delapan IKU

yaitu:

a.

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk

mendorong pangkatan AKIP di seluruh satker;

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatafeknologi dan Informasi, bertujuan untuk mendorong satker
agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi-masimg,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisieasi galaksanaan tugas

dan fungsi;

IKU 5.3 Persentas PenyusunaimestPractice bertujuan mengukur tingkat penyusunan
jumlah best practicesyang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada- satker
satker BPK

IKU 5.4 Persentase PenyebaiestPractice bertujuan mengukur tingkat penyebabest

practices pada satkesatker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi

pelaksanaan tugas pekerjaan
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e. IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan, bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk swenyian

menyampaikan LAK secara tepat waktu;

f. IKU 5.6 Pesentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, bertujuan untuk
mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikaanlagulanan

secara tepat waktu;

g. IKU 5.7 Jumlah Media Relationyang Dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan Bé#eroleh dukungan
dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat
kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungag Warmonis dan sakj mendukung
dengan media mass#an

h. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, bertujuan agar sarana dan prasarana
kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksafaggas Pokok dan Fungsi {jpoks)
telah sesuai dengan standar yatitptapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai diingkungan Perwakilan Provinsi Bali (SS6)

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset
terpenting. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Bali menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan
yang berkualitas. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali berupaka unt

mengimplementasikan manajermr@bM yang komprehensif dan terintegrasi.

BPK PerwakilarProvinsiBali berperan mendukung pencapaian38elalui dua IKU yaitu:

a. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriks
bertujuan untuk megukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standa
pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidik

berkelanjutan bagi pemeriksa yamglaksanakan tugas pemeriksaan; dan

b. IKU 6.2 Persentase pegawai yanmemenuhi jam pelatihan teknis/manajerial
(norpemeriksa), bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan Kkerja

pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali (SS7)

Sebagaipelaksanaanggaramegara BPK tidak lepasdari kewajibanuntuk mengelola
keuangan negara secara €fisien, efektif dan ekonomis, demgan mengedepankaskuntakilitas

dan transparansi.
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Melalui SS7 ini berupaya untuk meringkatkan kualitas, ketertiban, dan kepduhan proses
perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran ®sua derngan peraturan yarg
berlaku. Di samping pertanggungiawaban anggaran, SS7 ini dif okuskan pada pemanfaaan
anggaran secara optima ddam rangka peningkatan kinerja dalam mebksanekan tugas dan

wewenargnya.

BPK PerwakilarProvinsiBali berperan mendukung pencapaian SS.7 melalui IKU 7.1 Tingkat
Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dgugeip penganggaran berbasis kinerja
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan termasuk kegiat@giatan penunjang dan pendukung pelaksanaan

pemeriksaan.

Ketujuh sasaran strategis tersebut méknilketerkaitan dan kemampuan untuk saling
mendukung demi terwujudnysasara, tujuan, misi,danvisi BPK Perwakilan ProvingBali.

Guna mengmunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasiPBifakilan
ProvinsiBali memvisualisasikan polaekerkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta

strategis berikut ini

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN
HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

Ss1
Meningkatnya
Pemanfaatan Hasil
Pemeriksaan

PENGELOLAAN
FUNGSI STRATEGIS

PERTUMBUHAN f

DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

Ss7
Meningkatkan Kinerja
Anggaran di
Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Bali
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ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KEL EMBAGAAN,
DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Arah Kebijakan d an Strategi BPK

BPK PerwakilanProvinsiBali mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan

strategis dan sasaran strasdgPK sebgaimana diuraikan di bawah ini:

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong
Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibaranpata
pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan,
dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak
akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yangnfaatkannyalleh karena

itu BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan
kebutuhan pemangku kepenting@leh karena ituArah Kebijakan 1ini dicapai melalui dua
strategi yaitu

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK. Bentuk pemenuhan
kebutuhan dan harapan dari nmengku kepentingan dapat beruppemberian pendapat,
penghitungan kerugian negara, pertimbangan deghatandar akuntansi pemerintah, pemberian
pertimbangan atas penyelesaian gem negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar

komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yangakdikan harus dua arah yaitu

BROMBIGP020

(1) komunikasiharus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepenting
atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemediasd2) komunikasi harus dapat

menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas

>

kewenangaBPK.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan dilakukan melalui penetapan tema dan fokus pemeriksaan sareaare
kunci yang dapat memberikan penilaian atas program pembangunan pemerintah dalam jang
waktu lima shun. Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lin

tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan.

RENCANA STRAFEGIS BPK PERWAKILAN

=
(0]



Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan

Kelembagaan

Sistem Peroledn Keyakinan Mutu (SPKM) akan memastikan diperolehnya keyakinan yang
memadai bagi BPK dan pimpinasatker Pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan
(Stakeholder BPK. Bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang
memadai. Pilar dalanBPKM teadiri dari sembilan pilar yaitu Independensi dan Mandat,
Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajens®M, Standar dan Metodologi Pemeriksaan,
Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan yang
berkelanjutan, Hakserta Kinerja PemeriksaaArah Kebijakan 2ni dicapai melalui dua strategi

yaitu

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Peningkatarkualitaspemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek
yang terpenting 3ng berpengaruh pada kinerja tim dan pemeriksaan yaitu pembagian ikerja d
antara suktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan rieviu di tingkat tim
untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antar tim pemergeaa den

pihakpihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung.

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Strategipeningkatan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjgn

«Q

dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeniksmelalui: pelaksanaapeerreview
penyelesaian tindakanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama, pemastian pemenuhar
kepatuhan terhadap peraturan perundamdangan oleh pegawai maupun organisasi, penyediaan
peraturan perundangndangan untuk m¢adi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan
dan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perwmdmgyan terutama untuk

membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

PenglolaanSDM difokuskan pada pembentuksaient pml, pengelolaan modal informasi yang
difokuskan pada peningkatan dukungan teknolafprmasi yang teridgasi dan pengelolaan
modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi sentebpaggebest

practice sharingArah Kebijakan 3ni dicapai melalulima strategi yaitu

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukahalent Pool

Talent Poolatau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai ya
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PembentukanTalent Pool untuk memastikan BPK memiliki akdihli dalam setiap jenis
pemeriksana, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelakskegiatan

organisasi lainnya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan €knologi I nformasi (TI) dan Sarana Prasarana

(Sarpras) dalam Tata Kelola Organisasi

DukunganTl dalam memastikan keberhasilan Ren3tatiun2016-2020 adalah: (apenyusunan
grand desigrpemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pataranfa
TI, (b) pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang gialadhdesign(c) pelaksanaan
pemanfaatan Tl sesuai dengan tata kelola Tlpétpatan penggunddam pengembangan aplikasi
Tl, dan (e)pemastian pemanfataan aplikasi Tl oleh para pengguna

Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalgdenj@)sunamgrand desigrpemanfataan
sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelpeyndstian ketersediaaarpras
yang diperlukan, dan (gemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

Strategi 3.3. Menciptakan Budaya Berintegrasi, Independensilan Profesionalisme

Budaya organisasi merupakaalah satu unsur penting yang diperlukanadalmenjaga dan
meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.
Penjiwaan atas visi, misi dan nilai dasar BPK akan menumbukan karakter pegawai BPK yang

diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemakapentingan.

Strategi 3.4. Memperluas Implementasi PraktikPraktik Terbaik ( BestPractice Sharing).

Upaya untuk memperluas implementasi praktifiktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi
pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strateni Renstralahun20162020
maupun melanjutkan program pengubahan yang dilakukan dalam periode Rehsm®011-
2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksamshmarkingantara satu

satker dengan satker yang lainnya.

Strategi 3.5.Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran

@PERWAKILAN BROMING 020

Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhati
peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan angga
dilakukan dengan menerapkan penganggarababer kinerja sehingga dapat memastikan bahwa

keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

RerstraBPK Tahun 2018020 menekankan adanya 3 (tiga) arah kebijakan yang menjadi dasar

penentuan strategi BPK, yaitu (1) peningkatan welev pemeriksaan dengan kebutuhan dan

hampan pemangku kepentingan, (2nmgkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan

kelembagaargan(3) pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Arah Kebijakan BPK sebagaimana tersebut di atas, juga memnjadi dan kebijakan BPK

Perwakilan ProvinsBali, terdapat dua arah kebijakan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali
Tahun20162020 sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan

manfaat hasil pemeriksaan dalam ragka mendorong pengelolaan keuangan daerah

untuk mencapai tujuan negara

Arah kebijakan Renstr@ahun 2016 i 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus

pemeriksaandengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentiSgaategi untuk

mendukung arah kdlakan ini adalah sebagai berikut:

1.
2
3.
4

Arah Kebijakan 2. Peningkatan pengembangan kelembagaan dan optimalisasi

sumber daya

Arah kebijakan pada pengembangan kelembagaan dan optimalisasi sumber daya ini dipil
berdasarkan capaian yanglah diraih dari Renstraebelumnya @ahun2011-2015 khususnya
dalam pengelolaarsDM, pengelolaan dan pemanfaatdh terutamae-audit, pelaksanaan
program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dankiaa Pelaksana BPKStrategi
untuk mendukung arah kebKan ini adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan;
meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan;
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; dan

meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

meningkatkan kualitas organisasi di linglgam Perwakilan Provinsi Bali;
meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali; dan

meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali.
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Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Arah Kebijakan 1

dan harapan Pemangku Kepentingan

Kerugian Negara

SS 2 :Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pemeriksaan

Peningkatan Relevansi Pemeriksaamlengan kebutuhan

SS 4 :Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan

Arah Kebijakan 2

dan kelembagaan

Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaaf

SS 3 :Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Arah kebijakan 3

Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

SS 5 :Meningkatkan kualitas organisasi di lingkunganBPK Perwakilan Provinsi Bali
SS 6 :Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungarBPK Perwakilan Provinsi Bali

SS 7 :Meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan IndslamaRPJMN
20152019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstrd &R 2016
2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema daRkdi@isPemeriksaan yang akan menjadi
perhatian BPK selama periode 262620

@ LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO
(1) Reformasi Keuangan Negara; dan
8 (2) Efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

(1) Program Indonesia Pintar;
(2) Manajemen guru,
(3) Akses, kualitas, dan relevansi perguruan
tinggi

P <

Kesehatan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (S]SN) - Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)

Kependudukan & KB

Data dan Informasi Kependudukan

Mental & Karakter

Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah

<

1

5

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan
(1) Produksi Pangan;
(2) Peningkatan Ketahanan Air

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Penyediaan energi dan
ketenagalistrikan

Konektivitas Nasional - Transportasi

laut

DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN

Pembangunan
Kewilayvahan

(1) Desa dan kawasan pedesaan;
(2) Kawasan Perbatasan; dan
(3) Konektivitas Nasional - Darat,
Udaradan Jalan

Pemerataan
Pembangunan

Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) - Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

‘ Keamanan dan Ketertiban

KONDISI PERLU

Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional

Tata Kelola & RB

Kualitas Pelayanan Publik
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BPK Perwakilan Provinsi Bdi berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan
Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya RenstralBRKn2016-2020

Selain itu,BPK Perwakilan Provinsi Bali merencanakan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan

daerah sesuai dengan fokus pemerikgseda Unit Eselon (AKN VI) yaitu:

1. Program Indonesia Pintar untuk wajib belajar 12 tahun yang berkualitas
a. Menilai pemenuhan akses gaaspendidkan dasar menengah berkualitas.
b. Menilai peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah

c. Menilai peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta keseghtguru
dan tenaga pendidikan.

d. Menilai efektifitas pengelolaan bantuan pendanaan peserta perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pelaporpartanggungjawaban Program Indonesia
Pintar, B35, Beasiswa, Buku)

No. | Tahun TAO yang Pola dan Jenis Satker Keputusan/

diperiksa Pemeriksaan Terlibat Kesepakatan

1. 2016 TSAO 1 Tematik/Koordinatif | AKN V | Melibatkan perwakilan

Menilai Pemeriksaa Kinerja | dan V1| (24 Pemda). AKN VI
pemenuhan Perwakilan| sebagai koordinator
akses sarani menyiapkan data da
dan prasaran; mengkoordinir
pendidikan persiapan daf
dasar dan pelaksanaan
menengah pemeriksaan
berkualitas

2. 2017 TAO 2 Tematik/Koordinatif | AKN V | Melibatkan perwakilan

Menilai Pemeriksaan Kinerjg dan VI| (24 Pemda). AKN VI
peningkatan Perwakilan| akan menyampkan
mutu kriteria pemilihan obrik
pembelajaran dan lokasi pemeriksaan
pendidikan
dasar dan
menengah

2018 | TAO 3: Tematik/Koordinatif | AKN V | Melibatkan perwakilan
Menilai Pemeriksaan Kinerjg dan VI| (24 Pemda). AKN VI
peningkatan Perwakilan| akan menyampkan
profesionalisme, kriteria pemilihan obrik
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pemerataan dan lokasi pemeriksaan
distribusi, serta
kesejahteraan

guru dan tenaga

kependidikan

2020 TAO 4 : | Tematik/Koordinatif | AKN V | Melibatkan perwakilan
Menilai Pemeriksaan Kinerjg dan V1| (24 Pemda). AKN VI
efektifitas Perwakilan| akan menyamphan
pergelolaan kriteria pemilihan obrik
bantuan dan lokasi pemeriksaan
pendanaan

peserta didik

2. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jami&msial Nasional(SJSN) i Jaminan Sosial

Ketenagakerjaa(KN)

a.

Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan

SJSN yangneliputi JKN.

Menilai kualitas pemenuhan kepersertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh baik

kepersertaa untuk Penerima Bantuan lurarPBI) melalui Kartu Indonesia Sehat
(KIS) maupun NorPBI.

Menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadg

obat, makanandan lingkungan yang sehat serta semldaya kesehatan oleh
penduduk.

Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumbe
daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelhssik pemerintah

maupun swasta.

Menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan lpgblita perbaikan

koordnasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJISN bidang JKN

Menilai dampak keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurunlimzktu
tahun serta keberlanjutaga untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan

kesehatan penduduk.

-
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pelaskanaan

SJSN bidag
JKN dalam
kurun waktu

lima tahun sertg
keberlanjutannyg
untuk
perlindungan
finansial da
pemerataan
kesehatan

penduduk.

No. | Tahun TAO yang Pola dan Jenis Satker Keputusan/
diperiksa Pemeriksaan Terlibat Kesepakatan

1. 2016 TAO 3 : Menilai | Tematik/Koordinatif | AKN V | AKN Vi sebagai
optimalisasi Pemeriksaan Kinerjg dan V1| koordinator
akses, Perwakilan| menyiapkan data da
ketersediaan, mengkoordinir
pemerataan dalj persiapan dar
mutu pelayanar pelaksanaan
terhadap  obat pemeriksaan
makanan dar|
lingkungan yang
sehat serte
sumber daysa
kesehéan oleh
penduduk

2. |2020 TAO 6 : Menilai | Tematik/Koordinatif | AKN V | Melibatkan perwakilan
dampak dan Pemeriksaan Kinerjg dan VI| (24 Pemda). AKN VI
keberhasilan Perwakilan| akan menyamp&an

kriteria pemilihan obrik

dan lokasi pemeriksaar

3. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasidaalinan Kesehatan Nasional

a. Menilai pelayanan kepsertaan BPJS Ketenagakerjaaerimian mencakup proporsi

tenaga kerja terdaftar

antainstansi pemerintah baik pusat maupun dan harmonisasi/formulasi kebijakan)

b. Menilai

mencakup mutu layanan penanganan klaim dampak keberhasilan pelaksanaan

SJSN).

sebagai

peserta, mutu neyakepersertaan koordinasi

mutu pelayanan klaim kepesertaan BPJS Ketenagaker{panilaian
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KERANGKA KELEMBAGAAN
DAN KERANGKA REGULASI

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam

medaksanakan Renstiiegahun2016-2020, meliput
a. Organisasi

Strukur organisasi BPK terdiri dari (1) Kelompok Satuan Kerja Teknis, (2) KptdarSatuan

Kerja Penunjang, dan (3) Kelompok Satuan Kerja KesetjeRataksanaan implementasi

Renstra dilakukan oleh seluruh Satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula

dibedakan menjadi tiga yait@l) Koordinator yang bertugas untuk pelajaan strategis, (2)
Satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertarjgguaiguntuk melakukan satu atau
lebih kegiatan di dalarmisiatif Strategis (IS) dan (3) satker terkait adalah satker yang akan
menjadienduserdarihasil IS.

PelaksanaaRenstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau

sebagaimana dinyatakan dalam kebijak@mganggaran berbasis kinerja dan target program
reformasi birokrasi dalam merubatind-setdanculture set

Pencapaian target Renstrdallukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang
dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu talragiallation tahapadoption dan tahap yang terakhir

adalah pada saat haddri inisiatif tersebut.
b. Integrasi PelaksanaarRenstra dengan PlaksanaanProgram RefromasiBirokrasi (RB)

BPK telah mulaimelaksanakamprogram RB sejak tahun 2007 dimana BPK merupakan satu
dari lima Kementerian/Lembaga yang dijadikpifoting program RB. Program mikro RB
terdiri dari delapan area perubahan yaitu managemenghemhuntuk merubatmind setdan
culture setaparatur, Peraturan Perundamglangan, organisasi, tata laksaBBM aparatur,

pengawasan, akuntabilitatan pelayanan publik.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka doémng pelaksanaan Reérss Tahun 20162020

melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peratpexaturan yang dibutuhkan guna
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, E
telah memiliki serangkaian peraturan perundandangan yang dapat mendukung pelaksanaan

tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Semen

pada level undangndang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur ¢gelket peraturan
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perundangundaagan bidang keuangan negara yang terdiri dtagangUndang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undaimglang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undangyndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keangan Negara, dan Undadgdang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Disamping peraturan perundamgdangan tersebut, BPK mengemban amanah dari
UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuantdnmenjadi pusat
regulabr pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan
Peraturan BPK yang mengikat pikhpkhak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenang baik secara eksternal maumiernal. Pada saat Rens¥ahun20162020 dissun,

telah terbit 15 Braturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Sdain produk hukum dalam bentulefaturan BPK, juga terdapat prodpioduk peraturan yang
sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BRipai dengan saat ini, telah

terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputkspotusan tersebut banyak mengatur
mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. S&laputiisan BPK

juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja

organisasi.

Keseluruhan peraturan perundamglangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan wewellg serta memberikan kontribusi positif Hadap
implementasi Renstrdahun 20162020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai

agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk merjalsuhan dalam
pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum at
peraturan perundaagndangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut haru
dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturamdpegundangan yang mengatur
entitas atau objek pemeriksaan dengan perapgeaturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2)
kesesuaian antar peraturan perundamgangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan

satu sama lain. Tujuan utama dari proses ddalah untuk mengharmonisasikan peraturan
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perundangundangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturj

BPKP

peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu s

lain.

RENCANA STRATEGIS



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerj a

Dalam rangkamewujudkan visi dan misi 201820, ditetapkan dua tujuan strategis dan tujuh

sasararstrategieserta ukuran keberhasilannya dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU)

J . L Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 12017 12018 12019 12020
SS1 IKU |Persentase Penyelesaian Tindak 60% | 62% | 65% | 67% | 70%
Meningkatnya 1.1 |Lanjut atas Rekomendasi Hasil
Pemanfaatan Pemeriksaan
Hasil Pemeriksaal IKU |Indeks KepuasaAuditeeatas Kinerja| 3,6 36 | 36 | 36 [3,6
1.2 |Pemeriksa BPK
IKU | Persentase &hyampaian LHP yang | 100% | 100%]| 100%]| 100%)| 100%
1.3 |Mengandung Unsur Tindak Pidana
IPH
IKU | Tingkat Pemenuhan Permintaan 100% |100%| 100%]| 100%| 100%
1.4 |Penghitungan Kerugian Negara
IKU |Tingkat Pemenuhan Permintaan 100% |100%| 100%)| 100%| 100%
1.5 |Pemberian Keterangan Ahli
IKU [Jumlah Bahan Pendapat dan 1 1 1 1 1
1.6 |Pertimbangan yang Dimanfaatkan
Ditama Revbang
S IKU | TingkatKonsistensi antara Rencana| 859, [85% |85% |85% |85%
Meningkatkan 2.1 |Pemeriksaamlan Pelaksanaan
Kualitas Pemeriksaan
Perencanaan IKU |RasioaJumlahLHP Kinerjéerhadap 31% | 32% | 33% | 34% | 35%
Pemeriksaan 2.2 |seluruh LHP
IKU |Ketepatan Waktu Penyampaian LHEF 100% |100%| 100%| 100%| 100%
2.3
SS3 IKU [PemenuharQuality Contro{QC) 100% | 100%| 100%| 100%| 100%
Meningkatkan 3.1 |Pemeriksaan
Kualitas Hasil IKU [PemenuharQuality AssurancéQA) 100% | 100%| 100%| 100%| 100%
Pemeriksaan 3.2 |Pemeriksaan
IKU |[Tingkat Konsistensi dan Akurasi 100% | 100%]| 100%| 100%| 100%
3.3 |[Penyajian LHP
SS 4 IKU | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak | 100% | 100%| 100%| 100%| 100%
Meningkatkan 4.1 |Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kualitas IKU [Jumlah LaporaRemantauan 20 |20 20 20 20
Pemantauan 4.2 |Penyelesaian Kerugian Negara
TLRHP dan IKU |Ketepatan Waktu Penyampaian 100% | 100%| 100%| 100%| 100%
Kerugian Negara | 4.3 |Laporan PemantauaRenyelesaian
Kerugian Negarke Ditana Revbang
S IKU [Hasil Evaluasi ltama atas Akuntabili A [A A A A
Meningkatkan 5.1 |KinerjaPerwakilan Provinsi Bali
Kualitas IKU |Tingkat Pemanfaatan Teknologi darf 100% | 100%| 100%| 100%)| 100%
Organisasi 5.2 |Informasi
Lingkungan IKU |Persentase penyusundestpractice | 0% [60% |70% [85% |100%
Perwakilan 5.3
Provinsi Bali IKU |Persentase penyebararestpractice | 0% [60% |70% |85% |100%
5.4
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Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Target

2016

2017 | 2018 | 2019 | 2020

SS6
Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan
Perwakilan
Provinsi Bali

IKU |Persentase Pemerikyang 100% | 100%| 100%| 100%| 100%
6.1 |[Memenuhi Standar Jam Pelatihan

Pemeriksa
IK6.2 90% |90% |90% [90% |90%

Persentase PegawgangMemenuhi
Jam Rlatihan Teknis/Manajerial
(Nonpemeriksa)

Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan enméntasi strategitrategi dalam Renstr@ahun 20162020

perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yar
mencukupi. Sumbesumber pendanaan BPK Perwakilan ProvBadi berasal dari APBN, maupun
dalam bentuk hibah yangeseluruhannya akan dikelola melalui lima kegiatan peggmgran
sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;

2,
3.
4.
5,

Indikasi kebutuhan pendanaan BPerwakilan Provinsi Balsampai dengan tah 2020 adalah
sebagai berikut:

Manajemen Sumber Daya Manusia,

Pengeltaan dan Pertanggungjawaban Negara; dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum.

Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri;
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TABEL KERANGKA DAN SKEMA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGI

ATAN BPK

PERWAKILAN PROVINSI BALI
TA 2016 S.D. 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)
No Program dan Kegiatan TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020
Pemeriksaan Keuangan Negara
1. | Pemeriksaan Keuangan 11.290,337| 12.419,371| 13.661,308 15.027,439| 16.530,182
Negara dan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara
Rumusan Bahan Pendapal 29,128 32,041 35,245 38,769 42,646
Layanan Administrasi 704,740 775,214 852,735 938,009| 1.031,810
Pemeriksaan
Sumbangan IHPS 177,803 195,583 215,142 236,656 260,321
LHP BPK Perwakin 9.891,402| 10.880,542| 11.968,596| 13.165,456| 14.482,002
Provinsi Bali
Laporan Pemantauan BPK 482,008 530,209 586,230 641,553 705,708
Perwakilan Provinsi Bali
Laporan Profil Entitas 5,256 5,782 6,360 6,996 7,695
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugaTeknis Lainnya
2 | Layanan Kesekretariatan, 2.322,560 2.554,816| 2.810,298 3.091,327| 3.400,460
Kehumasan, dan Kerjasan
Luar Negeri
Layanan Bidang Hukum 534,556 588,012 646,813 711,494 782,643
Layanan Kehumasan Dala| 996,531 1.096,184| 1205,803 1.326,383| 1.459,021
Negeri
Publikasi 130,113 143,124 157,437 173,180 190,498
Layanan Perkantoran 661,360 727,496 800,246 880,270 968,297
3 | Layanan Sumber Daya 7.147,661 7.862,427| 8.648,670 9.513,537| 10.464,890
Manusia
Layanan Kepegawaian 160,774 176,851 194,537 213,990 235,389
Manajemen Kinerja 115,283 126,811 139,492 153,442 168,786
Manajemen Karir 104,660 115,126 126,639 139,302 153,233
Layanan Perkantoran 6.766,944 7.443,638| 8.188,002 9.006,802| 9.907,483
4 | Layanan Pengelolaan dan 933,831 1.027,214| 1.129,936 1.242,929| 1.367,222
Pertanggungjawalna
Keuangan BPK
Dokumen Perencanaan 229,241 252,165 277,382 305,120 335,632
Anggaran
Dokumen Pelaksanaan dal 231,118 254,230 279,653 307,618 338,380
Pertanggungjawaban
Anggaran
Laporan Kegiatan dan 271,152 298,267 328,094 360,903 369,994
Pemlinaan Bidang
Keuangan
Layanan Perkantoran 202,320 222,552 244,807 269,288 296,217
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Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

5 | Layanan Pengelolaan 3.535,066 3.888,573| 4.277,430 4.705,173| 5.175,690
Sarana dan Prasarana Ser|
Layanan Umum
Laporan Kegiatan dan 433,809 477,190 524,909 577,400 635,140
Pembinaan Umum
Layanan Perkantoran 2.677,537 2.945,291| 3.239,820 3.563,802| 3.920,182
Kendaraan Bermotor 123,720 136,092 149,701 164,671 181,138
Perangkat Pemdah Data 39,100 43,010 47,311 52,042 57,246
dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas 260,900 286,990 315,689 347,258 381,984

Perkantoran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga p&egiam.

program terdiri dari Heerapa kegiatarProgram darkegiatan menggambarkan tugas dan fungsi

dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan ProBakisebagai berikut:

Program Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah

Program Teknis terdiri dari berapa kegiatan sebagariket:

a.

b.

Qo

Pemeriksaan keuangan daerah.

Pemantauan penyelesaian kerugian daerah.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Perhitungan kerugian daerah.

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1 terdiri dari bergpa kegiatan sebagai berikut:

a.

b.

o

Qo

layanan kesekretariatan, kehumasan, dan kerjadsamaegeri;

layana manajemen sumber daya manusia;

layanan pengelolaan dan gerggungjawaban keuangaegara; dan

layanan diklat keuangan negara.

Program Generik 2. Peningkatin Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2 terdiri dari beberapaiké&gn sebagai berikut:

a.

b.

layanan pengelolaan sarana dan prasarana serta layanandanum

layanan dan pengembangan teknologi informasi.
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ﬂ PENUTUP 1

Renstra BPK Perwakilan Provin8ali Tahun 20162020 memuat visi, misi, tujuan strategis,
sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan
menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Balifisihun
20162020.

Dokumen Restra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan diresaara berkala untuk
disesuaikan dengan perkembangan peraturan perunddaggan,perkembanganingkungan

strategigdan arah kebijakaBPK Perwakilan ProvindBali.

Dengandemikiandiharapkan BPK Perakilan ProvinsiBali akan memiliki dokumen perencanaan
pengembangaBPK jangka menengah (periodiena tahunan) yangnutakhirdan relevardengan

perkembangatersebutlan arah kebijakaBPK Perwakilan ProvindBali.

Sebagai kelanjutan Renstra BM¢rwakilan ProvinsiBali tahun 20162020 serta Renstra BPK
Perwakilan ProvinsBali periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis,
serta targeindikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusuan Riemstrahun
berikutnya. Oleh kaena itu, rancangareknokratik Renstra BPKperiode berikutnya perlu
disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK t&Qi& 2020.

Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Pra&alisuntuk memberikan
kontribusinya melalui implemeasi Renstra BPK Perwakilan Proviigali tahun 20162020 dalam
pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK Perwakilan PraBalsimampu mendorong
pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara naelalui pemgehkgdaerkualitas

dan bermanfaat.
SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEYJANGAN
REPUWBLIK INDONESIA,

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021011
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